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BUPATI BINTAN 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
PERATURAN BUPATI BINTAN 

 

NOMOR 62 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BINTAN, 

Menimbang : bahwa memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3896); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara ….. 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbaangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang   

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan      Lembaran      Negara      

Republik      Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005  Tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2012, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5346); 

Tahun … 

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 
 

https://jdihn.go.id/files/4/2004uu025.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu032.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2009uu028.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu006.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2000pp109.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2005pp023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2012pp074.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2012pp074.pdf
http://jdih.bintankab.go.id/jdih21/index.php/jdih/home
http://jdih.bintankab.go.id/jdih21/index.php/jdih/home


-3- 

 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5717); 

 

 

19.Peraturan… 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia 

Nomor 6279); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Repbulik Indonesia Nomor 6322); 

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur Dan Rincian Anggran Pendapatan Dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur Dan Rincian Anggran Pendapatan Dan 

Belanja … 
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Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)  

28. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011     

Nomor 1560); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturam Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran                   

Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014       

Nomor 198); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 655); 

 
31.Peraturan… 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang  Perubahan  Atas 

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 616); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2007 Nomor 18); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8); 

35. Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 63); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 semula berjumlah Rp.1.363.195.241.034,00,- (Satu Triliun Tiga 

Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua 

Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) berkurang 

sejumlah Rp. 48.323.580.279,53,- (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga 

Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus 

Tujuh Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi 

Rp.1.314.871.660.754,47,- (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Belas Milyar 

Delapan … 
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Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu 

Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Koma Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan 

rincian sebagai berikut : 

a.  Pendapatan Daerah     

 1. Semula Rp. 1.320.190.381.845,00,-  

 2. Berkurang Rp.    209.488.925.225,00,- (-)  

     Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.        1.110.701.456.620,00,- 

b. Belanja Daerah     

 1. Semula Rp. 1.363.195.241.034,00,-   

 2. Berkurang Rp.      48.323.580.279,53,- (-)  

 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.314.871.660.754,47,- 

 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.   (204.170.204.134,47,-) 

c. Pembiayaan Daerah :     

 1.          Penerimaan     

  a) Semula Rp.      45.004.859.189,00,-   

  b) Bertambah Rp.   11    161.165.344.945,47,-(+)  

 2. Pengeluaran     

  a) Semula  Rp.       2.000.000.000,-   

  b) Bertambah Rp.                            0,-    (+)  

       Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp.     2.000.000.000,- 

       Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 204.170.204.134,47,-  

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah  

perubahan 

 

Rp. 

            

 0,-                      

      

Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran II, 

Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 Pasal 5… 

Jumlah Pengeluaran ….. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  

Bupati Bintan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal, 22 Oktober 2020 

 

 

 

 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 63 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BINTAN 
 

TTD 
 
 

ADI PRIHANTARA 
 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 
pada tanggal 22 Oktober 2020    

     

Pjs. BUPATI BINTAN 
 

 
TTD 

 

BURALIMAR 
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